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Abstrak 

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh intergovermental revenue, 

tingkat kekayaan daerah, leverage daerah, dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini sampel yang diambil 

adalah kinerja pemerintah pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aeh Tahun 2019-2021. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan dokumentasi 

berupa laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh melalui website Badan 

Pusat Statistik Provinsi Aceh. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

parsial intergovermental revenue berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah Kabupaten/Kota 

di Provinsi Aceh, sedangkan tingkat kekayaan daerah dan leverage daerah berpengaruh negatif 

terhadap kinerja pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Kemudian hasil penelitian secara 

simultam menunjukkan bahwa secara bersama-sama intergovermental revenue, tingkat kekayaan 

daerah, leverage daerah, dan opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Namun berbeda dengan hasil perhtungan opini audit BPK 

yang tidak dapat dianalisa dalam analisis regresi linier berganda, hasil penelitian pada variabel 

opini audit BPK dari 4 (empat) indikator menghasilkan jumlah yang sama yaitu satu. Diharapkan 

hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran pada pemerintah dalam meningkatkan kinerja 

pemerintah diseluruh provinsi yang ada di Indonesia. 

 

Kata Kunci : Intergovermental Revenue, Tingkat Kekayaan Daerah, Leverage Daerah, dan 

Opini Audit, Kinerja Pemerintah 

Abstract 

 

This study aims to determine the extent of the influence of intergovernmental revenue, regional wealth 

level, regional leverage, and BPK audit opinion on the financial performance of the Regency/City 

government in Aceh Province. In this study, the sample taken was the performance of the government in 

23 Regencies/Cities in Aceh Province in 2019-2021. The data collection technique used in this study was 

to collect documentation in the form of financial reports of the Regency/City government in Aceh Province 

through the website of the Aceh Provincial Statistics Agency. The data analysis method used in this study 

was using multiple linear regression analysis. The results of the study showed that partially 
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intergovernmental revenue had a positive effect on the performance of the Regency/City government in 

Aceh Province, while the level of regional wealth and regional leverage had a negative effect on the 

performance of the Regency/City government in Aceh Province. Then the results of the study 

simultaneously showed that together intergovernmental revenue, regional wealth level, regional leverage, 

and audit opinion had a positive effect on the performance of the Regency/City government in Aceh 

Province. However, unlike the results of the BPK audit opinion calculation which cannot be analyzed in 

multiple linear regression analysis, the results of the study on the BPK audit opinion variable from 4 (four) 

indicators produced the same number, namely one. It is hoped that the results of this study can provide an 

overview to the government in improving government performance in all provinces in Indonesia. 

 

Keywords: Intergovernmental Revenue, Regional Wealth Level, Regional Leverage, and Audit 

Opinion, Government Performance 

 

PENDAHULUAN 

 Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat 

memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang diserahkan atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan tersebut meliputi 

hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan 

sumber daya lainnya. Pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 (Novia & Kartim, 2019) 

 Menurut Kamus Akuntansi Manajemen,“Pengertian kinerja Keuangan pemerintah 

Daerah diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu  sebagai 

bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem 

keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai 

dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi”. Kinerja keuangan pemerintah 

daerah menjadi sorotan publik, hal ini mendukung dengan pernyataan Mardiasmo (2009:121) 

yang menyatakan bahwa kinerja pemerintahan merupakan suatu hal yang penting untuk menilai 

akuntanbilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik 

(Wahyuddin & Sugianal, 2017) 

 Otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk 

meningkatkan kinerjanya. Akan tetapi pemerintah pusat juga memberikan wewenang terhadap 

otonomi khusus, dimana otonomi khusus ini hanya dimiiliki oleh beberapa daerah seperti 

Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Papua dan Papua Barat. 

Kriteria yang menjadikan daerah tersebut kedalam otonomi khusus yaitu dalam hal historis suatu 

daerah, dalam hal kebudayaan, dalam hal politik serta ekonominya yang menjadikan suatu 

daerah sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus. Pemerintah NAD terus berusaha 

memperbaiki kinerja pemerintah daerahnya, serta memperbaiki bagaimana sistem kerja yang 

jauh lebih baik lagi, ditambah lagi dengan adanya UU Nomor 11 tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh, juga memberi kekhususan dan keluasan kewenangan kepada pemerintah 

daerah untuk melaksanakan peran pemerintah.  

 Daerah yang baik dapat dilihat dari karakteristik kualitatifnya, maka salah satu caranya 

yaitu berusaha menyajikan informasi dalam laporan keuangan secara wajar berdasarkan prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dengan demikian, sangat perlu melakukan pemeriksaan 
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terhadap laporan keuangan yang bermaksud untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan 

berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Menurut (Satria & Sari, 2018), 

menjelaskan dengan adanya kewenangan dari pemerintah pusat untuk otonomi khusus ini maka 

kinerja keuangan sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, 

dan masih banyak daerah-daerah yang belum atau masih tidak menyebarkan atau 

memberitahukan bagaimana laporan pemerintah itu sendiri, dengan adanya publikasi tentang 

hasil laporan keuangan maka masyarakat akan mengetahui bagaimana kinerja pemerintah 

daerah menjalankan tugasnya, karena masih banyak masyarakat yang merasakan tidak berjalan 

dengan baik bagi pemerintah daerah. 

 Kinerja keuangan pemerintah daerah bisa diukur atau bisa dilihat dari beberapa 

karakteristik. Karakter-karakter ini sangat berpengaruh untuk mengatur keuangan daerah, 

karena bisa melihat bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah apakah lebih buruk atau 

lebih baik dari sebelumya. Keberhasilan otonomi daerah dilihat dari PAD, namun di pemerintah 

daerah masih sangat bergantung pada dana bantuan pusat yang disebut dana perimbangan. 

Dana perimbangan dapat diartikan sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah yang 

berasal dari transfer pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan 

pemerintah daerah. Sumber keuangan utama kabupaten/kota saat ini berasal dari dana 

perimbangan yang sebagian besar diperoleh dari dana alokasi umum, diikuti oleh dana alokasi 

khusus dan juga dana bagi hasil. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) alokasi dana 

perimbangan Provinsi Aceh pada tahun 2019 sebesar 17,68 triliun rupiah, dan 17,81 triliun rupiah 

pada tahun 2020, kemudian sebesar 17,43 triliun rupiah pada tahun 2021. 

 Setiap daerah memiliki potensi masing-masing yang dapat dijadikan sebagai sumber 

kekayaan daerahnya. Salah satu sumber kekayaan daerah yaitu PAD. Daerah Provinsi Aceh 

sebagai daerah otonom memiliki kesempatan dalam memberdayakan dan mengolah seluruh 

potensi-potensi yang ada di daerah tersebut guna mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) 

yang tinggi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) realisasi PAD pada tahun 2019 sebesar 2,87 

triliun rupiah, pada tahun 2020 sebesar 2,89 triliun rupiah, dan kemudian pada tahun 2021 

sebesar 2,98 triliun rupiah. 

 

 

Tabel 1.1 

Realisasi Pendapatan Pemerintahan Provinsi Aceh Pada Tahun 2019-2021 

( Milyar Rupiah) 

No. Rincian 2019 2020 2021 

1.  Pendapatah Daerah 31, 09 T 29,86 T 29,66 T 

    Pendapatan Asli daerah 2,87 T 2,89 T 2,98 T 

    Dana Perimbangan 17,68 T 17,81 T 17,43 T 

Sumber: BPS Provinsi Aceh, 2024 

 

 Berdasarkan pada tabel 1.1 dana perimbangan lebih besar dibandingkan pendapatan asli 

daerah. Artinya pemerintah belum mampu menurunkan konstribusi realisasi terhadap dana 

perimbangan. 

 Leverage adalah merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang pemerintah 

dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa jika 

jumlah utang lebih besar daripada modal sendiri maka hal tersebut menggambarkan bahwa 

sumber utama pendanaan entitas tersebut berasal dari pihak eksternal. Semakin besar tingkat 

leverage maka kinerja keuangan pemerintah akan menurun. Dengan mengetahui tingkat leverage 
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atau kemampuan suatu daerah dalam melunasi hutangnya maka kreditor dapat menentukan 

untuk berinvestasi atau tidak. 

 Opini Audit BPK merupakan bagian dari faktor yang yang dapat mempengaruhi kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Opini Audit merupakan pernyataan profesional sebagai 

kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan. Semakin baik opini audit, skor kinerja pemerintah daerah dan kota akan lebih tinggi. 

Opini audit bisa digunakan sebagai pengambil kebijakan pemerintah daerah untuk lebih berhati-

hati terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Menurut (Lestari & Hapsari, 2020) opini audit 

merupakan kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan wajar dibidang auditing 

apabila bebas dari keraguan-keraguan dan ketidakjujuran (free from bias and dishonesty), serta 

lengkap informasinya (full disclosure). 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan Teori 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

 Menurut (Bastian, 2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. 

“Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat 

digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah 

adalah gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah direncanakan oleh 

pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur menggunakan indikator 

keuangan. 

 

Intergovermental Revenue  

 Intergovernmental revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang 

berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali. Dana 

perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal 

demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan 

sumber daya alam) dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana 

perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, 

juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat 

dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah ( Satria 

& Sari, (2018) 

 

Tingkat Kakayaan daerah 

 Tingkat kekayaan pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah pendapatan asli 

daerah (PAD) . Tingkat kekayaan daerah merefleksikan kemampuan daerah dalam 

mengoptimalisasi setiap potensi menjadi sumber pembiayaan daerah. Oleh karena itu seringkali 

PAD digunakan sebagai indikator tingkat kekayaan daerah. Peningkatan PAD diharapkan 

menjadi stimulus peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga semakin memperkuat 

kemandirian pemerintah daerah (Nugraheni & Adi, 2020) 

 

 

 

Leverage Daerah 
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Leverage merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang pemerintah dari 

pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa jika 

jumlah utang lebih besar daripada modal sendiri maka hal tersebut menggambarkan bahwa 

sumber utama pendanaan entitas tersebut berasal dari pihak eksternal. Rasio ini juga 

mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang. Jika rasio ini tinggi, 

maka pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang dan harus dicari jalan untuk 

mengurangi utang(Satria & Sari, 2018). 

 

Opini Audit BPK 

 Opini Audit BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran 

informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat 

kriteria yakni kesesuaian dengan SAP, kecukapan pengungkapan (adequate disclosures), 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI. Semakin baik opini 

audit BPK yang diperoleh, maka dapat menunjukkan semakin membaiknya kinerja pemerintah 

daerah atas pengelolaan keuangan daerah (Satria & Sari, 2018). 

 

 

Perumusan Hipotesiss 

Pengaruh Intergovermental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

 Dana perimbangan atau dana transfer memiliki fungsi yang sangat penting dalam 

pencapaian efesiensi dan keseimbangan dalam memberikan layanan jasa publik, dikarenakan 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan dimana pendapatan yang diperoleh dari pusat selalu 

menggambarkan ketergantungan daerah dalam memenuhi kebutuhannya terhadap pemerintah 

pusat yang berakibat menurunnya kinerja keuangan (Sari et al., 2020). 

 Penelitian (Novia & Kartim, 2019) menunjukkan hasil variabel intergovernmental revenue 

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian 

(Dwitama & Rahayu, 2020), dan (Millenia, 2022) variable Intergovernental Revenue tidak 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

 

Pengaruh Tingkat Kekayaan daerah Daerah Tergadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

 Wealth atau tingkat kekayaan daerah. Kekayaan merupakan kemampuan dalam 

membiayai kebutuhannya. Semakin besar pendapatan asli daerah yang dimiliki pemerintah 

daerah seharusnya pemerintah daerah tersebut mempunyai dana yang besar dalam 

melaksanakan tupoksinya . Atas dasar itu semakin besar PAD seharusnya kinerja pemda lebih 

baik (Aminah et al., 2019). 

 Penelitian (Aminah at al., 2019) menunjukkan hasil bahwa variabel kekayaan 

berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan 

penelitian (Millenia, 2022) yang menunjuukan bahwa variabel kemakmuran berpengaruh positif 

signifikan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Selatan.  

 

Pengaruh Leverage Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

 Leverage adalah perbandingan antara utang dan modal. Semakin besar leverage, maka 

akan memperbesar tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut pada pihak luar, 

sehingga akan menunjukkan kinerja yang rendah. Leverage berpengaruh terhadap penggunaan 

aktiva, dimana penggunaan aktiva oleh pemerintah daerah harus dapat menutup biaya tetap. 

Besarnya utang pemerintah yang bersumber dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal   

sendiri menunjukkan bahwa sumber utama pendanaan pemerintah berasal dari pihak eksternal. 
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 Penelitian (Novia & Kartim, 2019) menunjukkan hasil variabel leverage tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian (Satria & Sari., 2018) 

dan (Saraswati & Rioni, 2019) menunjukkan variabel leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 

 

Pengaruh Opini Audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

 Opini audit merupakan pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa 

mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Penelitian yang 

dilakukan (Kurnia, 2020) dan (Dwitama & Rahayu, 2020) menunjukkan hasil bahwa opini audit 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin baik opini audit 

BPK yang diperoleh, maka dapat menunjukkan semakin membaiknya efektivitas dan efisiensi 

kinerja keuangan pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah. 

Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis menyusun 

kerangka konseptual dengan menguji engaruh Intergovermental Revenue, Tingkat Kekayaan 

daerah, Leverage Daerah, dan opini audit BPK Terhadap Kinerja keuangan pemerintah Daerah 

sebagai berikut:  

 

 

     Variabel Independen                   Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1:  Terdapat Pengaruh Intergovermental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah 

H2: Terdapat pengaruh Tingkat Kekayaan daerah Daerah Tergadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Intergoermental Revenue 

(X1) 

Kekayaan Daerah 

(X2) 

Leverage Daerah 

(X3) 

Opini Audit BPK 

(X4) 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah 

(Y) 

 

H2 

H3 

Uji f 

=====

=====

=====

=====

=====

=ZZZ

ZZZZ

Z 

H1 

H4 
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H3: Terdapat Pengaruh Leverage Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

H4:   Terdapat Pengaruh Opini Audit BPK terhadap kinweja keuangan pemerintah daerah 

 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Objek Penelitian 

 Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menjelaskan pengaruh antar 

variabel indepen dengan variabel dependen. Sedangkan (Sugiyono ,2018) menjelaskan bahwa 

objek penelitian merupakan sasaran untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan 

untuk permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu Intergovermental 

Revenue, Tingkat Kekayaan Daerah, Leverage Daerah, dan Opini Audit BPK. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif yang berupa laporan keuangan realisasi 

anggaran serta APBD  pemerintah tahun 2019-2021 yang diperoleh dari website resmi 

https://djpk.kemenkeu.go.id/.  Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2021. 

 

Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik sampling jenuh, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel dimana 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang diambil pada penelitian ini 

adalah Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2021. Jadi sampel 

dalam penelitian ini adalah 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Total sampel dalam penelitian 

ini ialah 69 sampel didapat dari jumlah tahun periode 2019-2021 sebanyak 3 (tiga) tahun dikalikan 

dengan 23 kabupaten/kota pada Provinsi Aceh. 

 

No Kabupaten dan Kota No Kabupaten dan Kota 

1. Kabupaten Aceh Barat 13. Kabupaten Nagan Raya 

2. Kabupaten Aceh Barat Daya 14. Kabupaten Pidie 

3. Kabupaten Aceh Besar 15. Kabupaten Simelue 

4. Kabupaten Aceh Selatan 16. Kabupaten Bener Meriah 

5. Kabupaten Aceh Singkil 17. Kabupaten Pidie Jaya 

6. Kabupaten Aceh Tamiang 18. Kabupaten Aceh Jaya 

7. Kabupaten Aceh Tengah 19. Kota Subussalam 

8. Kabupaten Aceh Tenggara 20. Kota Banda Aceh 

9. Kabupaten Aceh Timur 21. Kota Langsa 

10. Kabupaten Aceh Utara 22. Kota Lhokseumawe 

11. Kabupaten Bireun 23. Kota Sabang 

12. Kabupaten Gayo Lues 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti yaitu metode kuantitatif dan 

metode kepustakaan. Metode kuantitatif merupakan suatu metode yang memakai data berupa 

angka-angka yang kemudian diukur dengan statistik sebagai alat pengujian yang nantinya akan 

memberikan kesimpulan dari hipotesis yang diteliti (Sugiyono, 2013). Data yang digunakan 

adalah data sekunder yang diambil dari situs web resmi https://djpk.kemenkeu.go.id/ berupa 

data APBD dengan tahun anggaran 2019-2021. Sedangkan metode kepustakaan dapat dilakukan 

https://djpk.kemenkeu.go.id/
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dengan mengkaji jurnal-jurnal, sumber bacaan, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

topik pembahasan dalam penelitian ini. 

 

Variabel Independen (X)  

Intergovermental Revenue (X1)  

Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi 

fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak 

dan sumber daya alam) dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Proksi 

dari intergovernmental revenue dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut: 
IR = Dana Bagi hasil + DAK + DAU 

Tingkat Kekayaan Daerah (X2) 

Kekayaan atau kemakmuran mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memaksimalkan 

setiap potensi menjadi sumber pembiayaan daerahnya, oleh karena itu PAD digunakan sebagai 

indikator tingkat kemakmuran daerah. Dalam penelitian ini diproksikan dengan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yaitu membandingkan PAD dengan Total Pendapatan (Aminah et al,. 2019): 

Kekayaan =
Pendapatan asli daerah

Total Pendapatan
 

 

Leverage Daerah (X3) 

Leverage merupakan perbandingan antara utang dengan modal yang dimiliki, dengan semakin 

tingginya rasio Leverage yang dimiliki pemerintah daerah maka menandakan semakin rendah 

pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Proksi Leverage pada penelitian ini dihitung 

menggunakan Debt to Equity Ratio (Salsabilla & Rahayu, 2021) : 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

 

 

 

Opini Audit BPK (X4) 

Opini BPK adalah opini yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah. Dalam penelitian ini opini BPK diukur dengan menggunakan empat kategori yaitu :  

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  

2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)  

3. Opini Tidak Wajar (OTW) 

4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP). 

 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) 

Variabel dependen (Y) atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas (independen) dalam sebuah pengamatan. Dalam penelitian 

ini yang menjadi variabel dependen adalah Kinerja keuangan pemerintah daerah. Tujuan kinerja 

keuangan menurut (Bastian, 2006), yaitu sebagai laporan operasi kegiatan pemerintahan yang 

bertujuan untuk menilai kinerja keuangan organisasi dalam hal efesiensi dan efektivitas. 

Pengukuran kinerja keuangan pada penelitian ini menggunakan rasio efesiensi : 

Rasio Efesiensi =
Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah
× 100% 
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Teknik Analisis Data 

Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengatahui gambaran umum dari semua variabel 

yang digunakan dalam suatu penelitian. Analisis ini memberikan informasi mengenai data yang 

dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum dari 

variabel-variabel tersebut (Ghozali, 2018). 

Metode Analisis Regresi Linear Berganda 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda, teknik analisis ini sesuai untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan keterkaitan antara beberapa variabel. Tujuan analisis 

regresi yaitu untuk mengukur hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen 

(Ghozali, 2018). Penelitian ini untuk menguji keseluruhan hipotesis digunakan model regresi 

sebagai berikut: 

Y = β0 + β1X1 +β2X2 +β3X3 + β4X4 + ε 

Y  = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

β0  = Konstanta 

β1, β2, β3, β4 = Koefisien regresi  

X1  = Intergovermental Revenue 

X2  = Kekayaan Daerah 

X3  = Leverage Daerah 

X4  = Opini Audit BPK 

ε  = Tingkat Kesalahan (Error) 

 

PEMBAHASAN 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum tentang objek penelitian yang 

dijadikan sampel. namun dari hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti, data opini audit BPK 

tidak dapat dianalisa secara kuantitatif atau tidak dapat dihitung dengan menggunakan aplikasi 

SPSS, sehingga data opini audit BPK missing value tidak dapat dilihat seberapa besar tingkat 

pengaruh opini audit BPK terhadap kinerja pemerintah, hal tersebut dikarenakan hasil analisa 

dari data opini audit BPK pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh memiliki jumlah 

nilai yang sama yaitu 1 (satu). Menurut  Marissa et al., (2021) bahwa missing value adalah “kondisi 

yang menunjukkan adanya data yang hilang atau tidak lengkap dalam suatu basis data”.  

 

Tabel 4.2 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Intergovermental Revenue 69 ,44 ,88 ,5814 ,06093 

Kekayaan Daerah 69 ,05 ,25 ,0943 ,03512 

Leverage Daerah 69 ,28 ,61 ,4417 ,08029 

Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah 

69 ,87 1,03 ,9843 ,03113 

Valid N (listwise) 69     

Sumber: Data diolah, 2024 

 Berdasarkan  tabel 4.2 terlihat bahwa nilai rata-rata (mean)  yaitu Intergovermental Revenue 

sebesar 0,5814 dengan standar deviasinya sebesar 0,06093. Nilai rata-rata lebih tinggi 
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dibandingkan dengan standar deviasi yang menunjukkan bahwa fluktasi data Intergovermental 

Revenue dalam penelitian ini tergolong kecil. Nilai tertinggi Intergovermental Revenue 0,88 dan 

terendah sebesar 0,44 dengan jumlah observasi sebanyak 69 observasi. 

 Selanjutnya kekayaan daerah menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih tinggi 

dibanding dengan nilai standart deviation. Dimana kekayaan daerah memiliki nilai rata-rata 

sebesar 0,0943 dengan standart deviation sebesar 0,03512 yang menunjukkan bahwa fluktasi 

kekayaan daerah tergolong  kecil. Nilai maksimum tertinggi pada variabel kekayaan daerah yaitu 

0,25 dan nilai minimum kekayaan daerah yaitu sebesar 0,05.  

 Sementara nilai rata- rata rata-rata (mean) leverage daerah yaitu sebesar 0,4417 dengan 

standar deviasinya sebesar ,08029. Nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan standar 

deviasi yang menunjukkan bahwa fluktasi data leverage daerah dalam penelitian ini tergolong 

kecil. Nilai tertinggi leverage dalam penelitian ini sebesar 0,61 dan nilai terendahnya sebesar 0,28.  

 Kemudian pada variabel kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai rata-rata 

sebesar 0,9843 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,03113, artinya fluktasi data kinerja 

keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini juga tergolong kecil. Nilai tertinggi leverage 

dalam penelitian ini sebesar 1,03 dan nilai terendahnya sebesar 0,87.  

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Hasil Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan pengujian P-P Plot untuk 

pengujian residual model regresi yang tampak pada gambar 4.1 berikut. 

Gambar 4.1 

Uji Normalitas 

 
Sumber: Data diolah, 2024 

Berdasarkan pada grafik histogram, residual data telah menunjukkan kurva normal yang 

membentuk lonceng sempurna. Adapun grafik normalitas probability plot dapat dilihat pada 

gambar 4.2 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Grafik P-Plot 
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Sumber : Data diolah, 2024 

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Deteksi 

normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari 

grafik. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi asumsi  normalitas. Sebaliknya, jika data menyebar jauh dari garis 

diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas.  

 

Hasil Uji Multikolianearitas 

Tabel 4.3 

UjiMultikolonieritas 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2024 

 Berdasarkan tabel diatas nilai Tolerance dan VIF menunjukkan bahwa nilai VIF yang 

dihasilkan dalam penelitian < 10% dan memiliki nilai tolerance > 0,1%. Hal ini berarti bahwa dalam 

model regresi yang dihasilkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen. 

 

 

 

 

 

 

    Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Intergovermental Revenue ,821 1,217 

Kekayaan Daerah ,970 1,031 

Leverage Daerah ,831 1,203 

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
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Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Gambar 4.3 

Scatterplot 

 
Sumber : Data diolah, 2024 

Uji hesterokedastisitas dimaksud untuk mendeteksi gangguan yang diakibatkan faktor-

faktor dalam model tidak memiliki varians yang sama. Jika varians dalam model tidak memiliki 

varians yang sama. Jika varians berbeda disebut homoskedastisitas model regresi yang baik jika 

tidak terjadi hesterokedastisitas. Pengujian hesterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan 

scatter plot. Jika tidak terdapat pola tertentu menunjukkan bahwa model regresi tersebut bebas 

dari masalah hesterokedastisitas. 

 

 

Hasil Uji Autokorelasi 

Tabel 4.4 

Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

 

1 ,343a ,118 ,077 ,02991 2,257 

a. Predictors: (Constant), Leverage Daerah, Kekayaan Daerah, Intergovermental Revenue 

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Sumber: Data diolah, 2024 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas nilai Durbin Watson sebesar 2,257, pembanding menggunakan nilai 

signifikansi 5%, jumlah sampel 69 (n), dan jumlah variabel independen 4 (k=4), maka di tabel 

DurbinWatson akan didapat nilai du sebesar 1,7343. Karena nilai DW 2,257 lebih besar dari batas 

atas (du) 1,7343 dan kurang dari 4-1.7343 (2.2657), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi. 
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Analisis Regresi Linear Berganda 

Suatu model persamaan regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan 

antara satu variabel dependent dengan lebih dari satu variabel independen. Dalam penelitian ini 

model persamaan regresi linier berganda disusun untuk mengetahui pengaruh Intergovermental 

Revenue, Kekayaan Daerah dan Leverage Daerah sebagai variabel bebas dan kinerja keuangan 

pemerintah daerah sebagai variabel dependent. Hasil persamaan regresi dihitung dengan satuan 

SPSS 21.00 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Analisa Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,873 0,038  23,028 0,000 

Intergovermental 

Revenue 

0,156 0,066 0,306 2,380 0,020 

Kekayaan Daerah 0,130 0,105 0,147 1,244 0,218 

Leverage Daerah 0,017 0,050 0,045 0,350 0,728 

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Sumber : Data diolah, 2024 

Dari hasil perhitungan regresi berganda sesuai dengan tabel 4.5 diatas, maka diperoleh 

parameter untuk masing-masing variabel sebagai berikut :  

 

Y= 0,873+ 0,156X1+0,130X2+0,017X3+e 

 

Interpretasi hasil persamaan di atas sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta pada angka 0,873 menunjukan bahwa jika variabel Intergovermental Revenue, 

Kekayaan Daerah dan Leverage Daerah tidak mengalami perubahan, maka kinerja keuangan 

pemerintah daerah memiliki nilai  0,873 

2. Variabel Intergovermental Revenue mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 

+0,156. Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, hal ini berarti bahwa setiap 

kenaikan Intergovermental Revenue sebesar 1 satuan maka akan menaikkan kinerja keuangan 

pemerintah daerah sebesar +0,156 satuan, dengan juga sebaliknya.  

3. Variabel kekayaan daerah mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar +0,130. 

Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, hal ini berarti bahwa setiap kenaikan 

kekayaan daerah sebesar 1 satuan maka akan menaikkan kinerja keuangan pemerintah daerah 

sebesar +0,130 satuan, demikian sebaliknya. 

4. Variabel leverage daerah mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar +0,017. Jika 

diasumsikan variabel independen lain konstan, hal ini berarti bahwa setiap kenaikan leverage 

daerah sebesar 1 satuan maka akan menaikkan struktur modal sebesar +0,017 satuan, 

demikian sebaliknya. 
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Hasil Pengujian Hipotesis 

Uji Secara Parsial (Uji t) 

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

Intergovermental Revenue, Kekayaan Daerah dan Leverage Daerah secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen (kinerja keuangan pemeritantah daerah). 

a. Pengaruh Intergovermental Revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

Hasil perhitungan ttabel = (α/2;n-k-1) yang berarti ttabel = (0,05/2;69-3-1)= 0,025;65 dan ditemukan 

nilai ttabel pada tabel distribusi sebesar 1,997.  Hasil uji t didapatkan nilai thitung >ttabel yaitu 

2,380>1,997 dengan tingkat signifikan 0,020<0,05, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

Intergovermental Revenue (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah (Y) pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Profinsi Aceh, nilai 

signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5%, yang berarti Ha diterima. Dengan demikian, 

maka Hipotesis pertama diterima. 

b. Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Hasil perhitungan ttabel = (α/2;n-k-1) yang berarti ttabel = (0,05/2;69-3-1)= 0,025;65 dan ditemukan 

nilai ttabel pada tabel distribusi sebesar 1,997.  Hasil uji t didapatkan nilai thitung >ttabel yaitu 

1,244>1,997 dengan tingkat signifikan 0,218>0,05, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

kekayaan daerah (X2) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah (Y) pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Profinsi Aceh, nilai 

signifikansi tersebut lebih besar dari taraf 5%, yang berarti Ha ditolak. Dengan demikian, 

maka Hipotesis kedua ditolak.  

c.  Pengaruh Leverage Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  

Hasil perhitungan ttabel = (α/2;n-k-1) yang berarti ttabel = (0,05/2;69-3-1)= 0,025;65 dan ditemukan 

nilai ttabel pada tabel distribusi sebesar 1,997.  Hasil             uji t didapatkan nilai thitung >ttabel yaitu 

0,350>1,997 dengan tingkat signifikan 0,728>0,05, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

leverage daerah (X2) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah (Y) pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Profinsi Aceh, nilai 

signifikansi tersebut lebih besar dari taraf 5%, yang berarti Ha ditolak. Dengan demikian, 

maka Hipotesis ketiga ditolak.  

 

Uji Secara Simultan (Uji F) 

Hasil perhitungan parameter model regresi secara bersama-sama diperoleh pada tabel 

4.7 berikut ini : 

Tabel 4.7 

Uji Simultan 

Model Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression ,008 3 ,003 2,888 ,042b 

Residual ,058 65 ,001   

Total ,066 68    

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

b. Predictors: (Constant), Leverage Daerah, Kekayaan Daerah , Intergovermental 

Revenue 

 

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya 

dilakukan dengan menggunakan uji F. Perhitungan nilai Ftabel diketahui df1=k-1 yang berarti 

df1=4-1=3 dan df2=n-k yang berarti df2=69-4=65 artinya nilai df adalah 3;65. Berdasarkan tabel 

distrbusi maka ditemukan nilai Ftabel sebesar 2,75. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai 
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Fhitung = 2,888>2,75 dengan signifikansi sebesar 0,042<0,05. Hal ini berarti bahwa secara bersama-

sama dan Intergovermental Revenue, kekayaan daerah dan leverage daerah berpengaruh 

terhadap struktur modal (Y) pada pemerintahh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.  

 

Uji Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 

Adapun analisis koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6 

dibawah ini:  

 

Tabel 4.6 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 0,343a 0,118 0,077 0,02991 0,118 2,888 3 65 0,042 

a. Predictors: (Constant), Leverage Daerah, Kekayaan Daerah , Intergovermental Revenue 

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Sumber: Data diolah, 2024 

Berdasarkan dari hasil penelitian pada tabel 4.6 di atas, menunjukkan nilai R Square 

sebesar 0,118 atau 11,8%. Artinya bahwa perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah 

disebabkan oleh Intergovermental Revenue, Kekayaan Daerah dan Leverage Daerah sebesar 11,8% 

dan sisanya sebesar 88,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti pada penelitian ini. 

Sedangkan nilai adjusted R (Adj. R2) sebesar 0,077 artinya sebesar 7,7% perubahan-

perubahan dalam variabel terikat (kinerja keuangan pemerintah daerah) dapat dibuktikan oleh 

perubahan-perubahan dalam variabel Intergovermental Revenue, Kekayaan Daerah dan Leverage 

Daerah dan sisanya sebesar 92,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.  

 

Pembahasan 

Pengaruh Intergovermental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intergovermental Revenue berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriatun dan Nor (2018) yang 

menunjukkan bahwa Intergovermental Revenue berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nugroho dan Prasetyo (2018); Mansur et al., (2023) juga menunjukkan hasil penelitian yang 

sama bahwa Intergovermental Revenue berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 

Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dasmar et al., (2020) yang 

menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Azis 



JAM Vol. 4, No. 3, September 2025                                                   Nafa, Ikhyanuddin, Naz`aina, Yunina 

 

Copyright © JAM  Hal | 319 

 

dan Kusumawati (2024) yang juga menyebutkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengarouh 

positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

 

Pengaruh Leverage Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

di Provinsi Aceh 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage daerah berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kota di Provinsi Aceh. Sebagaimana diketahui dari 

penjelasan sebelumnya bahwasanya leverage merupakan hasil perbandingan hutang dan modal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Wadi (2021) yang 

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sama halnya 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinata dan Efendi (2022) yang juga menunjukkan hasil 

penelitian yang sama bahwa leverage berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. 

 

Pengaruh Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

di Provinsi Aceh 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini juga sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsih (2016); Andani dan Respati (2019) yang 

menyimpulkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sama 

halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasyid et al., (2022) yang menyebutkan bahwa 

opini audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  

 

Pengaruh Intergovermental Revenue, Tingkat Kekayaan Daerah, Leverage dan Opini Audit 

Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa intergovermental revenue, tingkat kekayaan daerah 

dan opini audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwitama et al., 

(2020); Salawati et al., (2023); Jannah (2019); Utami dan Sulardi (2019) yang menyebutkan bahwa 

Intergovermental Revenue, Tingkat Kekayaan Daerah, Leverage dan Opini Audit berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga koefisien regresi tersebut bertanda 

positif dan signifikan terhadap variabel dependent. Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan 

lebih lanjut yakni sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Intergovermental Revenue 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.  

2. Kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada 

pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.  

3. Leverage daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada 

pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.  

4. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan Intergovermental Revenue, kekayaan daerah dan 

leverage daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada 

pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.  

 

Saran  



JAM Vol. 4, No. 3, September 2025                                                   Nafa, Ikhyanuddin, Naz`aina, Yunina 

 

Copyright © JAM  Hal | 320 

 

 Adapun sara-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:  

1. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan mengenai pengaruh 

Intergovermental Revenue, kekayaan daerah dan leverage daerah terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.  

2. Diharapkan pemerintah mampu meningkatkan kembali kekayaan daerah dan leverage 

daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintahan daerah provinsi Aceh. 

3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya agar dapat menganalisa lebih lanjut terkait dengan 

Intergovermental Revenue, kekayaan daerah dan leverage daerah terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah lainnya. 
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